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PUTUSAN
Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Smdg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat
antara:
PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sumedang,
25 Mei 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN
SUMEDANG, sebagai Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sumedang, 02 Februari 1970, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja,
bertempat tinggal XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Smdg,
tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
menikah pada tanggal XXXXXXXXX berdasarkan Duplikat Kutipan Akta
Nikah dari KUA XXXXXXXXX XXXXX, Nomor: XXXXXXXXX Tertanggal
XXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina
rumah tangga, Penggugat berstatus Janda Cerai begitupun Tergugat
berstatus Duda Cerai;
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3. Bahwa setelah menikah Tergugat telah membacakan dan
menandatangani sighat taklik talak sesuai dengan yang tertera di Buku Nikah
di hadapan para saksi dan undangan lainnya;
4, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah
tangga tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di KABUPATEN
SUMEDANG dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri,
namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 antara
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman milik Penggugat serta Tergugat tidak lagi
memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat tidak
memperdulikan serta telah membiarkan Penggugat sampai dengan saat ini
terhitung selama 6 bulan. Tergugat telah melanggar shigat taklik talak poin 2
dan poin 4.
6. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya
perkara atas pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang.
Ketidakmampuan Penggugat tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan
Tidak Mampu Nomor: XXXXXXXXX vyang dikeluarkan oleh Desa
XXXXXXXKK, XXXXXXKKXK XXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXX, tertanggal
20 Februari 2024, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari biaya
berperkara (cuma-cuma);
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat
sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas
sikap prilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan
bersedia membayar uang iwadl apabila terjadi perceraian;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:
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1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat ta’lik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.
ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang berpendapat
lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang
sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa :

A.

Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXX atas nama
XXXXXXXX, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda
P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXX Tertanggal
XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, bermeterai

cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
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B.
Saksi:

1. XXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah
suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkan acara pernikahan
Penggugat dengan Tergugat, dan setelah akad nikah Tergugat
mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di
rumah kediaman milik Penggugat di, XXXXXXXXX XXXXX,
XXXKXXXKK XXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak
bulan Agustus 2023 sudah tidak harmonis, dikarenakan Tergugat telah
pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak kepergiannya sudah membiarkan (tidak
memperdulikan) Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib
terhadap Penggugat hingga sekarang selama 6 (enam) bulan
berturut-turut;
- Baahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan
nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat,
namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah anak kandung Penggugat/anak tiri Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah

suami istri;
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- Bahwa saksi ikut hadir pada saat acara pernikahan Penggugat
dengan Tergugat, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan
sighat taklik talak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di

rumah kediaman milik Penggugat di XXXXXXXXX XXXXX,
XXXKXXXKX XXXXXXXX;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak
bulan Agustus 2023 sudah tidak harmonis, dikarenakan Tergugat telah
pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Tergugat sejak kepergiannya sudah membiarkan (tidak

memperdulikan) Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib
terhadap Penggugat hingga sekarang selama 6 (enam) bulan
berturut-turut;

- Baahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan

nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat,

namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun dan telah mencukupkan dengan bukti-buktinya serta
berkesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya, lalu Penggugat
menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
kepada majelis untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk
keperluan ibadah sosial, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
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menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam
hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban
mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat diperiksa tanpa dihadiri Tergugat serta perkara diputus
secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada
pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus
2023 mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah
kediaman milik Penggugat serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib
terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan serta telah membiarkan
Penggugat sampai dengan saat ini terhitung selama 6 bulan. Tergugat telah
melanggar shigat taklik talak poin 2 dan poin 4. Atas permasalahan tersebut di
atas Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan perkawinan ini,
dan atas sikap prilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho
dan bersedia membayar uang iwadl apabila terjadi perceraian. Oleh karena itu,
Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
untuk menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan
iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir
di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3
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Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap
harus melalui proses pembuktian;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat
kediaman di wilayah XXXXXXXXX XXXXXXXX oleh karena itu Pengadilan
Agama Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan
oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan
Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan
6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum
sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa
Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak setelah berlangsungnya akad nikah
Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat terikat dengan jan;ji taklik talak
yang pernah diucapkannya tersebut berdasarkan doktrin atau pendapat ulama
figih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam Kitab Syargawi ‘alat
Tahrir Juz 1l halaman 302 :

lo_o 1l
Artinya : Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat maka jatuhlah
talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan

bunyi lafadznya.
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah
dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa Tergugat
telah tidak memenuhi sighot taklik talak yang pernah diucapkannya pada angka
2 (dua) dan 4 (empat) dengan telah membiarkan (tidak memperdulikan)
Penggugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak memberikan
nafkah wajib terhadap Penggugat sejak bulan Agustus 2023 terhitung selama 6
(enam) bulan berturut-turut, dan Penggugat di persidangan telah membayar
uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian
syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pisah rumah sejak bulan
Agustus 2023, yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke
Pengadilan Agama Sumedang, menunjukan bahwa keadaan rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi
sebagai suami isteri dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu
terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah mawaddah wa
rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan
oleh Penggugat telah memenuhi isi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam.
Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan
verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Sumedang Nomor : 0190/KPA.W10.A10/HK.2.6/11/2024 tanggal 21 Februari
2024, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya, dan biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Syar’a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;

3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4, Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp

10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA 04 Pengadilan

Agama Sumedang Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09
Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim
Anggota tersebut dan Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. Drs. H. Syamsul Falah, M.H.
Panitera Pengganti,

Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya : NIHIL.
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